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BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
.Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655});

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165});

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

24,

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tehun Anggaran 2021
{Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;
Laporan Operasional;
Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan. ,
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

e ae op

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a, adalah sebagai berikut : :

a. Pendapatan : Rp. 1.641.087.665.384,41
b. Belanja dan Transfer Rp. 1.669.706.004.692,94
Surplus/(defisit) Rp. (28.618.339.308,53)
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 55.584.327.736,71
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 55.584.327.736,71
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp27.264.214.687,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.668.351.880.071,93
2. Realisasi Rp. 1.641.087.665.384.41
Selisih lebih/(kurang) Rp. 27.264.214.687,52
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumilah
Rp57.249.307.048,70 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja dan transfer

setelah perubahan Rp. 1.726.955.311.741,64
2. Realisasi Rp. 1.669.706.004.692.94
Selisih lebih /(kurang) Rp. 57.249.307.048,70

¢. Selisih anggaran dengan realisasi  surplus/(defisit} sejumlah
(Rp29.985.092.361,18} dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/(defisit} setelah perubahan (Rp. 58.603.431.669,71)
2. Realisasi {(Rp. __28.618.339.308,53)
Selisih lebih /(kurang) {(Rp. 29.985.092.361,18)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp3.019.103.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 58.603.431.669,71
2. Realisasi  Rp. 55.584.327.736,71
Selisih lebih/(kurang) Rp. 3.019.103.933,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaraan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0.00 .

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp3.019.103.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 58.603.431.669,71
2. Realisasi Rp. 55.584.327.736,71
Selisih lebih/{(kurang} Rp 3.019.103.933,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 55.525.176.469,71
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 55.525.176.469.71
Sub Total (a-b) Rp. 0,00
c. Silpa/(Sikpa) Rp. _26.965.988.428,18
Sub Total Rp. 26.965.988.428,18
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 26.965.988.428,18
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Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
2021 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 3.273.666.321.176,15

b. Jumilah kewajiban Rp.  35.197.598.629,62

¢. Jumlah ekuitas Rp. 3.238.468.722.546,53
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1} huruf d,
adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.655.848.859.707,55
b. Beban Rp. 1.657.120.691.271,57
Surplus/Defisit dari Operasi (Rp. 1.271.831.564,02)

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan non operasional Rp. 0,00
d. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa (Rp. 1.271.831.564,02)
e. Pos Luar Biasa (Rp. 8.645.052.440,20)
Surplus/Defisit-LO (Rp. 0.916.884.004,22)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2021 Rp. 55.548.908.602,71

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 156.123.817.486,95

c. Arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 184.389.798.067,00)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 0,00)

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 Rp. 27.282.928.022,66
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f, adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Rp. 3.274.188.658.005,27
b. Surplus/Defisit LO (Rp. 9.916.884.004,22)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar (Rp. 25.803.051.454,52)
1. Koreksi Ekuitas Aset Tanah (Rp. 16.873.496.385,00)
2. Koreksi Ekuitas Aset Peralatan dan (Rp. 7.604.557.684,00)
Mesin
3. Koreksi Ekuitas Aset Gedung dan (Rp. 8.629.922.966,00)
Bangunan
4, Koreksi Ekuitas Aset Jalan Jaringan dan Rp. . 31.183.693.231,00
Irigasi
5. Koreksi Ekuitas Aset Tetap Lainnya (Rp. 394.147.189,00)
6. Koreksi Ekuitas KDP (Rp. 2.278.937.001,00)
7. Koreksi Ekuitas Aset Tak Berwujud Rp. 0,00
8. Koreksi Ekuitas Aset Lainnya Rp. 7.528.671.760,00
9. Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp. 28.734.355.220,52)
d. Ekuitas akhir Rp. 3.238.468.722.546,53
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g untuk tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagtan tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

™ rpEmoAan O

5B

ey e

Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran [.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran [I

Lampiran IIT
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII
Lampiran XV

Xt A

. Laporan Realisasi Anggaran;
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Yang  Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

: Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah  Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih;

: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan,;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi
Daerah);

: Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengerjaan;

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
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s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun
Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX.1 dan
XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Aqustus 2022

4 BUPATI sufmm,,?v

,k {, MaHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

6 HASAN BAYRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR {3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2022



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
untuk memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sumbawa
kepada rakyat Sumbawa melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan amanat untuk menjalankan
roda pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Daerah ini memuat laporan keuangan yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 (dua puluh) lampiran yaitu :

a. Lampiran ] : Léporan Realisasi Anggaran;

Lampiran .1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VI : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;



Lampiran IX

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

j- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran X[l  : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV  : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p- Lampiran XVI  : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas ;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)

Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah;

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas

W A
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7lc
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